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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR xﬁﬁnm DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 2} TAHUN 15937 .
TENTANG

PENﬁRIHAAN Dﬂﬂ PENGOUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DARI PENYALURAN PUPUK DI ﬂﬂbﬁlﬂ&f DﬂERﬁH TINGKAT I Lﬂﬂﬂﬂmﬁ

GUBERNUR KEPALA Dﬂﬁﬁﬁﬂ TINGKAT_I_LQHPUN@

Menimbang : a. bahwa dalam f“aﬁm meningkatkan pendapatan dasrah

, guna pembisyaan pembangunan diperlukan berbagai
\./ ' pendapatan dari sumber-sumber lain antara 1ain
_ : sumbangan pihak ketiga; '

b. bahwa agar peningkatan penerimaan summmgan pihak

ketiga dari penyaluran/pemasaran pupuk di propinsi

Daerah Tingkat I Lampung dapat berhasil guna dan
berdaya guna, dipandang perlu meninjau kembali
Keputusan Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/487/B.IV/HK/1994 tentang Pambindan,
Pengendalian dan Penhingkatasn Kualitas ﬁeﬁyalwm
Pupuk di Propinsi Lampung dan Keputusan Nower :
G/510/B.IV/HK/1994 tentang Pembentukan Tim Pemidna,
Pengendali dan Peningkatan Kualitas Penyalttran

Pupuk . dit Propinsi ,qung

c. bahwd" "Untik ‘ “maksud 'butir a dan b tersebut diatas
agar 1ebi,h Jancar dan tertib administrasi dimm
perlu mengatur kembali penerimaan dan pew
Sumbarigan Pihsk Ketiga dari-- penyaluran pmk @i
Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

O

Mengingat : 1. Undang-undang Nomr 5 Tahun 1974 tsntang Pﬂimk-'
' pokok Pemerintahan di Daerah;

s e e 22U Undang-undang “NomdF 14 Tahun 1964 tentang Poben—
tukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Peraturan F’Wiﬂm Nomor & Tahun 1988 tervkang
Koordinasi rtikal di Dmr&h:

Nstferi . Nomor 8 tahun
mgan Pihak Ketiga
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Memperhatikan

Menetapkan

é. Keputusan Menhteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali
Bimas Nomor : O03/SK/Mentan/Bimas/IV/1996 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian/
Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor = 17/8K/Mentan/
X1/1995 tentang Program Bimas Intenaifikasi Padi,
Palawija dan Hortikultura Tahun 1996/19%7;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 38/MPP/Kep/3/1996 ten-
tang Pengadaan dan Penysluran Pupuk untuk ﬁekter
Pertanian; :

8. Keputusan Menteril Keuangan Republik Indonesia Nomor
101/KMK.016/3/1996 tentang Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Urea Produksi Dalam Negeri di Tingkat Petani
untuk Sektor Pertanian;

%. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Momor 4 Tahun 1992 tentang Penerima&n Sumbangan
Pihak Ketiga kepada Qaarah.

Surat Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
tanggal 19 September 1994 Nomor : 160/670/0PRO/19%4

perihal Pungutan Dana dari Sektor Penvalur Pupuk di
Daerah Lampung.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG  PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA DARI PENYALURAN PUPUK DI PROPINSI DAERAH TING~
KAT I LAMPUNG.

BaB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam’K&putuSan 1ni yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Lampung.

b. BPD Lampung adalah Bank Pembangunan Daerah Lampung
vang berfungsi sebagal Kas Daerah Tingkat I Lampung

c. PT. PUSRI adalah PT. Pupuk Sriwijava Kantor Pomasa-
ran Wilayah Lampung.

d. Assosiasi Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD yang
disingkat P3NK adalah Persatuan Penyalur Pupuk Non
KUD  yang mensngani pengadaan dan penyaluran pupuk
untuk kebutuhan sub sektor perkebunan (besar/negara
/swasta) dan perikanan yang mekanisme dan tata
caranya diatur oleh PT. PUSRI.
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e. Importir/Oistributor Pupuk Swasta adalah Pengusaha
Pupuk Swasta vang menangani pengadaan dan penyvalu-
ran pupuk Non Subsidi yvang mekanismenya dan tata
caranya diatur oleh Kanwil Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi Lampung.

f. Sumbangan pihak ketigas adalah sumbangan vyang
diterima Pemerintah Dasrah dari Penyalur semus
Jenis pupuk baik melalui Lini II dan Lini IIXI atau
Jenis pupuk yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi
Lampung.

BaB II
TATACARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 2

(1) semua jenis pupuk yang dipasarkan melalui
PT. PUSRI dan Importir/Distributor Swasta yang
dipasarkan <dalam Wilayah Pfropinsi Lampung dikena-
kan sumbangan sebesar Rp. 2,~ (dua rupiah) per
kilogram.

(2) sumbangan sabagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal
2 ayat (1) keputusan ini, Kepala Daerah menguasakan
kepada : ‘

1. PT. PUSRI KPW Lampung untuk dapat menghimpun
sumbangan pihak ketigas dari jenis pupuk yang diha-
silkan/dipasarkan melalui PT. PUSRI.

2. Assosiasi Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD (P3NK)
untuk dapat menghispun sumbangan plhak ketigs dari
Importir/Distributor Pupuk Swasta yang nenangani
pengadaan dan penyaluran pupuk Non Subsidi.

Fassal 4

Sumbangan plhak Kketiga vyang terhimpun sebagaimana
dimaksud pasal 2 dan 3 keputusan ini, agar disstorkan
langsung ke kas Oaerah Tingkat I Lampung (BPD Lampung)
secara berkala pada setiap bulan.

Pasal 5

(1) Untuk mengetahui jJumlah dan bssarnya penerimaan
dana sumbangan pihak ketiga, maka Bank Pembangunan
Daerah Lampung secara berkala/setiap bulan wajibp
melaporkan posisi dana tersebut Kkepada Kepala
Daerah mnalalul Kepala 8iro Bina Perskonomian
Setwilda Timgkat I Lampung dan tembusannys disam-
paikan kepada Kepala 0Oinas Perclapatan Daerah
Tingkat I Lampung.




(2)

PT. PUSRI dan Asosiasi Persatuan Penyalur Pupuk
Non KUD {f3NK) serta Importir/Distributor Pupuk
Swasta lainnya yang telah menyetorkan dana sum—
bangan sebagaimana dimaksud pasal 4, agar dapat
mengirimkan copy tanda setor tersebut kepada
Kepala Daerah melalui Biro Bina Perekonomian.

BAB IIX

PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 6.

 Pengunaan dana sumbangan pihak ketiga yang diperoleh
dan telah disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Lampung
penggunaannya diatur sebagai berikut :

85 %

a. Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar :
b. Biaya Opera;signal Pambinaan se;b‘,esar; | : 15 %
"_"'.fr»uigif*ahv 1100 %

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7

Kepala Biro Bin& Perekonamian maﬂﬁalola biaya
operasional pambinaan ‘penyaluran pupuk yang besar-

nya sebagaimana dinaksud pasal & butir b keputusan
ini.

Tatacara penbagian biaya dbérasiohal sehagainana
dimaksud ayat (1) pasal’ iﬂi diatur melalui parse—
tujuan Kepala Daarah.>; : ool

ﬁasal a ﬁ';‘ }E:ui

Untuk menjtmin stabilitas pemasaran dan penyaluran
Pupuk di Prﬂaﬁnsi L&mpung'dibenﬁuk\Tiﬁ Pembina dan
Pengendalian.: Panyaluran qug§ di Propinsi Lampung
yang diteﬁ&akan zdunqan at Keputusan Kepala
Daerah. e e T o A

Untuk kelangaran 9&&”“’ naa as Tim sebagaimana
dimaksud ayat (1):pasal ini: di',}ikan dana opera-
sional dari penerimaan sumbang&n%pihaa ketiga dari
penyaluran pupuk .di Propinsi Lampiung yang besarnya
sebagaimana butir b»pasal 5 keputusan ini.

o ﬂasal 9

Tata cara perﬁintadn dana aparasiaﬁal sebagaimans
dimaksud pasal 8 Kaputusah ini diajukﬁn oleh Kepala
Biro Bina Perekoriofiian kepada Kapaia z@anrah sesuai
ketantuan yang berlaku. :
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v Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Vth. :

1.
2”
3‘.
4.
5.
6.
7.
sﬂ
9.

10.

11.

~ﬁaﬂturi Dalam Negeri Cqg. Dirjen ™

Kepala Dinas/Instansi Navaau Tingkat I Lampung.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

{1) Hal-hal lain berkensan dengan sumbangan plihak
kKetiga dari penyaluran pupuk yang belum diatwr
dalam keputusan ini akan diatur lebih laniut oleh
Kepala Daerah.

{2) Dengan berlakunya Keputusan inl maka semua kKeten—
tuan yang mengatur materi vang sams atau berten~
tangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 11
Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditaﬁapkaﬁ

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan inil akan diadakan

pembstulan sebagaimans mestinya.
Telukietung.
31 Margt 1997. !

Ditetapkan di
Pada tanggal

£ za

0D di Jakarta.
Ketua UPRD Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
Inspektur Wilavah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
Assisten Sekwilda Tingkat I tLampung di Telukbetung.
Karo di Lingkungan Setwilds Tingkat I Lampung.

rut BRPD Lampung.
Kepala PT. PUSRI KPW humaunsh ;
Ketua assosiasi PINK Propinsi Laapuﬂg 7
Para Importir/Distributor Pupuk auaata. S
Hiwmn Keputusan. v
7 . B
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